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ABSTRAK

: - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan,
Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang
Dipergunakan Untuk Menghasikan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan
Keamanan Negara.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17
Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI
107/PMK.04/2009.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Barang impor merupakan barang yang digunakan oleh lembaga kepresidenan, Departemen
Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, atau Badan Narkotika Nasional. Impor
barang dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan lembaga
kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, atau Badan
Narkotika Nasional. Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang, Badan
Narkotika Nasional dan pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional,
harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang
sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Il Peraturan Menteri ini, dengan
melampirkan dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan seperti invoice, bill of lading/ airway
bill, serta packing list dan surat kontrak kerja atas pengadaan barang yang menyebutkan secara tegas
bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran bea masuk, apabila diimpor oleh
pihak ketiga.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 14
Desember 2011.

- Lampiran: 1-2.



